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Rekomendasi
Pansus Angket

DPR Tetap Tak Bisa Campuri Proses Fiulkurm
JAKARTA - Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)diminta melaksanakan
seluruh rekomendasi Panitia Khusus
(Pansus) Angket KPK di DPR setelah adanya
putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Pansus Angketr KPK
Masinton Pasaribu mengata-
kan, putusan MK yang meni-
lai sah hadirnya Pansus Ang-
ket KPK membuat rekomen-
dasi wyang dibuat bersifat
mengikat dan wajib dilaksa-
nakan KPK.

“Dengan adanya putQsan
MKitu, maka KPKwajibmelak-
sanakan seluruh rekomendasi
yang dikeluarkan Pansus Ang-
ket KPK yang nantinya akan
disampaikan dalam sidanag
paripurna. Jika KPK tidak me—
laksanakan rekomendasi Pan-
sus, publik otomatis akan
mempertanyakan komitmen
premberantasan korupsi yang
dilakukan KPK,” tandas Ma-
sintondiGedungDPR, Jakarta,
kemarin.

Menurut dia, rekomendasi
yvang disusun Pansus Angket
berorientasi pada pembenahan
lembaga KPK. Pansus Angket
membuat rekomendasi berda-
sarkan temuan-temuan pe—
langgaran kinerja KPK dari em—
pat aspek, yakni aspek tata
kelola anggaran, kelembagaan,
sumber daya manusia (SDVD,
dan kewenangan penegakan
hukum. =

Konsekuensi lainnya, ki-
nerja KPK akan stagnan bila fi-
Sosmenialanican =
Pansus Anglket. K juga di-
anggap tidak akan pernah
mampu membangun sistem
arntikorupsi yang ‘kuat dan
kokoh. “Ya cuma begini-begini
saja, anggaran besar hasilnya
minim, cuma-  semangat me-
nangkap orang sebanyak-ba-
nyakrnya tapi mindim dalam me-
ngembalikan kerugian negara
sebesar ba@sarnya,” tandasnya.

Menurutdia;adayangharus

dasi .-

dibenahi KPK. Baik itu berda
sarkan rtemuan-temuan yang
adadalam Pansus Angketmulai
tata kelola barang rampasan,
tatakelola SDM-nya, tatakelola
anggayrafl fmaupun Sistermn pe-
hegakar hukumnya.

Adapun Ketua DPR Bam-
bangSoesatyomengatakan;pu-
tusan MK tidak-akan mmerme-
ngaruhi rekomendasi darssinoa=
pulanyang dibasilkan Pansus
Angketi®*Pansus tetap mermba-
cakan simpulan dalam xapat
paripurrtia pada tanggal 14 Feb=
ruari mendatang dan tidak
mengubah simpulan dan reko-
mendasiyang telah diputuskan
dalam rapat pleno Pansus pada
Rabu (7/2) lalu sesuai dengan
mekanisme dan peraturanyang
berlaku di DPR,)” ujarnya.

Wakil Ketua MPR Hidayat
Nur Wahid menyatakan, putus-
an MK justru akan membuka
ruang Pansus Angket terhadap
KPK. “Kalau memang MK
membuat putusan itu harus di-
hormati. Dengan begitu, ber-
arti ada keterbukaan-bagi DPR
untuk melakukan sesuatu yang
memang oleh hukum diperbo-
lehkan,”tandasnya.

Namun, menurut politilcus
PKSitu, putusan MK tersebut
tidak boleh disalahartikan oleh
DPRsepertimmemanfaatlkanpu-—
tusantersebutuntik melermah-
kan KPK. ‘Jadi, saya kira ini bu-
kan berarti ngasihk tiket atau
karpet merah bagi DPR untuk
melemahkan KPK dengan hak
angketnya,” paparnya.

DPR, lanjutnya, rmemang
memiliki hak untuk melakukan
pPengawasan kepada lembaga
negara mana. pun. Tapi peng-
awasan itu harus dilakukan un-
tulk kepentingan rakyat. “Kalau

DPR membuat hak angketnya
asal-asalan misalnya atau tak
berbasis bukti atau hanya kare-
na politisasi misalnya, rakyat
kar bisamemberikritikjuga ke-
pada DPR,)” sebutnya.

Sementara itu Juru Bicara
KPK FebriDiansyah mengata-
kan, KPK tetap menghormati
putusan MK tersebut. Meski
demikian, lanjut Febri, DPR
tetap tidak bisa mencampuri
proses hukum yang sedang di-
tangani KPK.“Adasaruhalyang
sama-sama kita dengarterkait
pertimbangan hakim bahwa
kewenangan pengawasan DPR
tidak masuk pada proses yu-
disial yang dilakukan KPK.,”
tandasnya.

Menurut Febri, proses yu-
disial terkait dengan penyeli-
dikan, penyidikan, danpenun-
tutan yang dilakukan KPK ha-
ruslah independen dan bebas
dari kepentingan apa pun. Se—
bab proses yudisial (hukum)
KPK telah diawasi oleh lem-
baga peradilan.

“Pengawasan sudah dilaku-—
kan oleh lembaga peradilan
mulai dari praperadilan, peng-
awasan horizontal dan ber-
lapis di Pengadilan Tipikor
hingga banding dan- kasasi.
Poin penting perlu ditekankan
dari pertimbangan MK,” ujar—
nya.

Sebelumnya diketahui ma-
jelis hakim MK telah memutus-
kan bahwa KPK termasuk da-
lamlembagacksekutifyangber-
hak diawasi dengan hak anglket
oleh DPR. Namun keputusan

tersebut diwarnai dissenting

opiriorz atau perbedaan penda-
patoleh empat hakirnm MK. Ke-
empat hakim tersebut adalah
M™Maria Faria Indrati, I Dewa
GedePalguna,Saldilsra,danSu-—
hartoyo. Keempatnya berpan-—
dangan bahwa KPKmerupakan
lembaga yang independen dan
tidak termasuk ke dalam lem-
baga eksekutif.
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